
DHARMMOTIAMA SATYA PRAJA 

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

NOMOR 7 TAHUN 2000 

TENTANG 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKAT AN 
PERANGKAT DESA 

Menimbang 

Mengjngal 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ SEMARANG , 

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tenlang Pecloman Umum Pengaturan 
Meogenai Deso. maka dipandang pertu menetapkan Per:aturan Doetah 
lentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat 
Desa; 

I. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19S0 tenta:ng Pembenwkan Daerah -
daerah l<abupaten Dalam Liogkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 19S8 1emang Perubahan Batas-batas 
Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantta Tiogkat n Semarang 
(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor I 652) ; 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun I 999 ten tang Pemerimahan Oaerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839 ) ; 

4, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Pe:rluasan 
Kotamadya Dacrah Tingkat ll Semai:ang ( Lembaran Negara Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tiogkat 1J Salatiga dan Kabupaten Daerah 
Tingk'at n Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, 
Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3500 ); 
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6. Keputusan Menteri DaiaJn Negeri Nomor 64 Tahtm 1999 tcntang 

Pedoman Umurn Pengaturan Mcngenai Desa ; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahtm 2000 tcntang 
Pedoman Pembenlukan Badan Perwakilai, Desa (Lcmbaran Daerah 
Kabupatcn Semarang Tahtm 2000 Nomor 18 ); 

8. Peraturan Daerah Kabupaioo Semarang Nomor S Tahun 2000 tentang 

Pedoman Sustman Organisasi dan Tata. Kerja Pemerintah Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahon 2000 Nomor 19 ); 

I. Kcputusan Bupati Semarang Nomor 6. Tahun 2000 tentq Manual 
. Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupateo 
Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ; 

2. Keputusan Dewan Perwakilan R.alcyat Daerah Kabupatco Semarang 
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan 
Daerah Kabupatcn Semarang Tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan ; 

Dengan Persetujuan 

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHI<ABUPA.TENSEMARANG 

Meoeiapkao 

ME M UTUSKA.N : 

PERATURAN DABRAH T'ENTANG TATA CARA PENCALONAN, 

PEMlLIHAN DAN ATAU PENGANGKAT AN PERANGKAT DESA . 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerab ini, yang dimaksud dengan 

I. Perangkat Desa adalab : 

Unsur stat; yaitu sckretariat desa yang merupakan unsur pelayanan. 

• Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana telmis sepeni urusan pamong 

tani desa. 

Uosur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian 
Desa sepcrti Kepala Dusun. 

2. Kepala Desa adalab pejabat yang memuopm penyelenssanw, 
Pomerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui 
BPD. 
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3. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disinsJ(at BPD adalab Badan 

Pcrwakilan yang terdiri dari pemuka-pemul<a m.asy,,rakat yang ada di 
Desa yang be,tun~ mengayomi adat istiadat, membuat PeraMan Desa, 

menampwlg dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan 
pengawasan temadap penyelenggaraan pemerintaban desa. 

4. Desa adalab kesatuan masyaraltat hukum yang memiJiJd kewenangan 
untuk mcngatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asaJ -usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalain 

sistem Pcmerintahan Nasional dan berada di Daerab Kabupaten 
S<:marang. 

BAB II 

PENG.ISIAN 

Bagian Kesatu 

Pembeolukan Panitia 

Pasal 2 

(I) S<:belum dilaksanakan peng,.,tan Petangk.at Desa, Kepala Desa 
membentuk panitia pengisian Perangkat Desa dcngan jumlab anggota 
sebanyak-benyaknya 7 (tujuh) orang. 

(2) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ), keanggownnya 
terdiri dari Uosur Pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat yang 
bertan88)1D8 jawab Jrepada Kepala Desa. 

(3) .Panitia Pongisian Penmskat Desa sebagaiman.a dimaksud dalam ayat (I) 
dapat dl'bantu Pelal(sana T e.kllis pemiliban. 

Pasal 3 

Panitia Pengjsian Perangkat Desa sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 2, 
mempunyai tugas : 

a. mengadakan pe,,daflaran bakal Caton P,raogkat Desa ; 
b. mencliti persyaraian administrasl bakal Caton Perang)cat Desa ; 
c. mengajukan Rencana Anggaran Biaya pongisian Perangkat Desa ; dao 
d. mdaksanakao pemilihao dao mengusulkao Pengangkatan Poraogkat Desa. 



Bagian Kedua 

Persyaratan 

Pasal 4 

(!) Yang dapat dipilih dan diangkat mtojadi PeransJcat Desa arlalah penduduk 
Desa Warga Negara Republik Indonesia yang : 

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 

b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-<:mdang Dasar 1945, Negara 
dan Pemerintah Republik Indonesia ; 

c. Berlcelalruan baik ; 
d. bulran belras anggota orsa,,isasi terluang Partai Komunis Indonesia, 

ten:nasuk orsa,,isasi masa.sanya, atau bokan seorang yang terlibst 
langsung atau tidak langsung dalam G 30 S / PKI atau organisasi 
terlarang lainnya; 

e. tidak sedang mtojalankan pidana penjara atao lrurungan berdasarlcan 
Keputwan Pengadiliu, yang telah mempu.nyai kekuatan pasti, kareoa 
tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-lr:utangnya 5 
(lima) tahun ; 

f. terdaftM sebsgai penduduk dan bertempat lmgsal tetap di Desa yang 
bersangkutan, dan atau Dusun yang bmangkutan untuk Unsur 
Wilayah, sekurang-kurangnya selama I ( satu ) tahun terakhir dengan 
tidak terputus-putus ; 

g. berumur paling rendah 20 ( dua pulub ) tahun dan paling tinggi 40 ( 
empat puluh) tahun ; 

h. sehat jasmani dan rohani ; 
1. berijaz.ab paling rendab Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ; dan 
j . tidak bekerja sebagai PNS, TNl, Potri dan atau Pegawai Swasta 

bertladan bukum, kecuali n,e,:,gundurkan diri. 

(2) Tidak dapat diangkat atau dipilih sebagai peranglcat desa adalah mereka yang 
mempunyai bubungan keluarga dcogan Kepala Desa dan Istrinya / suami 
sampai derajat pertama bsik ke atas, ke bswab maupun kesamping. 

Bagian Ketiga 

Tai. CU& Pencalonan 

Pasal 5 

(l).Pcngisian Perangkat Desa diumwnkan oleb Kepala Desa sccara tcrtulis 
kepada penduduk desa. 

(2).Bakal Caton Peranglcat Desa diwajibkan mengilruti Penyaringan 
dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut : 
a. Pelamar mCJl8ajukan lamaran deogan dJtulis tangan seodiri di ai.s 

kertas bermeterai dengan dilenglcapi syarat-syarat sebsgaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dengan tanda terima ; 

b. Panitia selanjutnya meneliti persyaratan pelamar ; dan 
c. Calon yang dinyatakan memenubi syarat o.leb Panitia, selanjutnya 

diadakan pemilihan. 
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Bagian Koempat 

Tata Cant Pcmilihan 

Pasal 6 

(I) Tatacara pemilihan perangJcat desa dilaksanalam dengan cara pernilihan 
teroatas dan pemilihan terbuka. 

(2) Teknis pelaksanaan pcmiliban sebagaillllll)8 dimaksud dalam ayat (I), 
lebih lanjut diatur dalarn Keputusan Kepala Desa dcngan Perserujuan 
BPD. 

Pasal 7 

(1) Pernilihan tetbatas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1). 
adalah pemilihan oleb anggota BPD. 

(2) Pemiliban tetbatas seba,iaimana dimaksud dalarn ayat (I), dilaksanakan 
untuk memilih Sekretaris Dcsa atau Carik, Kepala Urusan dan unsur 
Pelaksana Teknis. 

Pasal 8 

(1) Pemiliban terbuka sebagaimana dimal<sud dalarn Pasal 6 ayat {!), 
adalah Pemilihan yang dilakukan oleh seluruh masyantkat dusun 
setcmpat. 

(2) Pcmilihan sebagaimana dimaksud dalam a:yat (I), dilaksanakan untuk 
memilib Kepala Dusun. 

Bagian Kelima 

Tata Cara PengangJcat:an 

Pasal 9 

(!) Pengisian Perangkat Desa selain dengan pemilihan seba,iaimana 
dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) , dapat juga dengan tafa cara 
peoganglcatan secara langsuog oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD. 

(2) Telcnis Pengangkatan Perangkat Desa sebapana dimaksud dalam 
ayat ( 1) , diatur lebih lanjut dalam KC\))UIUsan Kepala Desa atas 
persetujuan BPD. 
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BAB ID 

PELANTIKAN 

Pasal 10 
( l) Scbelum menjabat, Perangl"'1 Desa mengucapkan sumpab / janji dan 

dilanrik oleb Kepala De,a di Desa ,etempat. 

(2) Pclantikan dilaksanalcan dihadapan BPD, Perangkat Dcsa, Pemuka­
pemuka masyarakat dan Lembaga Desa. 

(3) Susunan Kllta-kata sumpab / janji sebagai,nana dimaksud dawn ayat 
(1), adalah sebagai berikul : 
• Demi Allah (Tuhan), saya bersumpab / berjanji babwa saya akan 

memenuhi kewajiban saya selaku Peran_gkat Desa dengan sd>aik­
baiknya, sejujur-jujumya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan sclalu 
taat dalam meogamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai 
dasar Negara; dan bahwa saya akan rnenegakkan kehidupan 
demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagoi Konstitusi 
Negara setta segala Peraruran Perunda:ng-undangan yang berlaJru 
bagi Desa, Daerah dan Negara Kcsatuan Republik Indonesia. " 

(4) Pada saal selcsai pelantikan , scbagaimana dimaksud dalaln ayat (1) , 
saat itu juga dladalcan serab terima jaba1an . 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

Pasal I I 

Biaya Pengisian Perangkat Dcsa, disamping dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dcsa ( APB Desa). juga dapat berasal dari : 
a. Swadaya Masyarakat ; dan atau 
b. Sumbangim-,sumbangan Jain yang sab dan tidak mengjkat. 

Pasal 12 

Biaya pemilihan dan atau peogangkalan Peraogkat Desa dipcrgunakan 
untuk : 
a. Uang sidang Panitia ; 
b. Konsumsi dan akomodasi Panitia; 
c. Biaya Pelantikan; 
d. Biaya Administrasi dan lain-lain . 
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BAB V 

NETRALITAS PBRANGKA T DESA 

Pasal 13 

Pcrangkat desa dilarang menjadi anggota Partai Politik dan momban!u 
kegiatan partai politik , bail< secara langsung maupun tidalc: langsung . 

BAB VJ 

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA 

Pasal 14 

Setiap perangkat Desa dilarang 

a. Melakukan bal-bal yang dapat menurunkan martabat atau kebormatan 
Perangkat Desa atau Pemerintab Desa; 

b. Meayalahgunakan weweoang; 

c, Merangkap sebagai Pegawai swasta atau Negeri lainaya; 

d. Membocorkan / mernanfaatkan rabasia Desa / Negara yang sifiltnya 
harus dirahasialc:an; 

e. Melakukan Ke,ja sama bcrsama orang lain didalam maupun 
dilingkungan kerjanya, dengan tujuan untu.k kepentingan pribadi dan 
atau golongan yang secan, Jangsung maupun tidalc: langsung merugilcan 
Desa / Negara; 

f, Menelima hadiah atau auaru pemberian berupa apa saja dari siapapun 
juga yang dilcetahui atau patut dapat diduga. bahwa pemberian itu 
bersangkutan dengan jabatan atau pekeijaan sebagai perangkat dcsa; 

g. Meninggalkan pekerjaan dinas tanpa ijin atasannya; 

h. Melalcukan pungul&ll tidalc: sah dalam bentuk apapun juga dalam 
melaksanakan tugasnya untuk kopentingan pribadi dan atau golongan ; 
dan 

i. Melanggar nonna-nonna adat istiadat setffllpal dan menghilangkan 
kepercayaan masyarakat. 

BAB VU 

PEMBERHENTIAN SEMENTARA 
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAI DESA 

Pasal 15 

(I) Pemberhentian sementara , paling lama I ( satu ) tahun. 

(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 
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(3) Selama Perw,gkat Oesa dilcenalran pemberhentian semeotara, maka 
pekerjaan sebari - hari dilakukan olch Kepal;a .Desa atau Perangkat Desa 
Jain yang ditunjuk oleh Kepala Dcsa. 

(4) Pe.rangkat Desa yang mendtrita sakit lebih dari 6 (e,,am) bulan dan 
belum menampakkan keaembuhan, yang dikuatkan Surat Keterangan 
dolcter diberhentikan sementara. 

(5) Peranglall Desa yang diduga tenangkut dalam suatu tindak pidana, atas 
usu! BPD dapat dibernen1ikan semcntarll sampai dengan adanya 
Keputusan Hukum yang mcmpunyai kelruatan pasti. 

(6) Atas usul dan saran dari BPD dengan berdasarkan Keputusan 
Pengadilan yang telah mempunyai kelruatan pasri, maka Kepala Desa 
meocabut Keputusan Pembementian SementMa Perangkat Desa yang 
benangkutan untuk dikulruhkan kerobali dalaJn ha! yang befsangkutan 
dinyuak,m tidal:: bersalab atau diberhentikan dalain ha! yang 
betsaogkutan dinyatakan bersalah. 

(7) Perangkat Desa yang diberbentikan sementara dari jabatannya, 
mendapat pcnghasilan sebesar 50 % ( lima puluh pe,seratus ) dari 
pengba,ilan tetap yang diterimanya. 

Pasal 16 

( I) Perangkat Desa, berbenti atau dibcrhentikan oleb Kepala Desa atas 

persetujuan BPD karena : 

a. meninggal dunia ; 
b. telah mencapai usia 56 Tahun ; 

c. alas permintaan sendlri ; 
d. telah diangkat pejabat yang baru ; 
e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ; 

f. tindakan • tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk 
Desa terhadap kepemimpinannya sebapi Perangkat Dcsa, atau 
tertangkap tangan melakukan Tindal< Pidana; 

g. Perangkat Desa yang diduga atau patut dapat diduga melanggar 
salah satu larangan sebagaj,nana dimalcsud pasal 14, diberhentikan 
dari jabatannya yang didabului dengan tegoran tertulis sebanyak 2 
(dua) kali, dan masing-masing peringatan tenggang waktunya I 
(satu) bulan; dan 

h. Diangkat sebagai Kcpala Desa dan atau bekerja sebagai Pegawai 
Ncgeri • TNI • Perusahaan Swasta yans lberbadan hukum. 

(2) Dalarn ha! jabatan Perangkat Desa lowong.. maka Kepala Desa settlab 
mendapat persetujuan BPD menunjuk seorang Pcojabat dari Perangkat 
Desa untuk mefaksanakan tugas sd:iari • bari dan selambat • lambainya 
dalam jangka waktu 6 ( enam ) bulan harus sudah dilaksanakan 
pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang herlalru . 
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(3) Po'IIUnjukan seorang Penjabat Penmgkat De.a sebagaimana dimaksud 
ayat (2), dilakukan oleh Kepala Desa . 

Pasal 17 

{I) Perangkat Desa dapat dimuta.sikan dari jabatan satu ktjabatan yang 
lain, kecuali jabatan Sekretaris Desa arau Carik dan Kepala Ousun atau 
dengan sebutan lain. 

{2) Muta.si jabatan Perangkat Desa merupakan wewenang Kepala Desa. 

BAB VII 

TINDAKAN PENYIDIKAN 

Pasal 18 

Perangkat Desa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidikannya 
dilakukan oleb instansi yang berwenang yang terfebih dabulu 
memberitah.ukan kepada Kepala Desa. 

BAB VlD 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Perangkat Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini masih 
menjabat, dan telah berusia 56 Qima puluh enam) tahun atau lebih, maka 
pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa. 

BAB IX 

KBTENTUAN PENTJTUJ> 

Pasal 20 

De,Jgan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat D Semarang Nomor 7 Tabun I 983 tentang 
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian. Selcretaris Desa, Kepala 
Ul'U-l8ll, Pembantu Kepala Urusan dan Kepala Ousun (Lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah Tmgkat II Semarang Tahun 1983 Seri D Nomor 7) 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlalru pada tanggal diundangkao. 

Agar setiap orang mengetalwioya, memerintabk.an pengundangan Pcraturan 
Daerah ini dengan penempaw,nya dalam Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Semara!lg. 

Ditetapkan di Ungaran 
Pada t:anggal ... !..'?. .. :./.CJ. .. :.":"oo 

OMIBANGl<#I OAL•M Lft,l!w+I iiERAH 1 
~ANG 

TA I TANOOAI. : 11- 10_ 0 

ERAH 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMA!!V.NG 
NOMOR 7 TAHUN 2000 

TENTANG 
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU 

I. UMUM. 

PENGANGKATANPERANGKATDESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG , 

13ahwa dengan berlalrunya Undang-undang Nolll()r 22 Tahun 1999 Tahun 1999 

,entang Pemerintaban Daerah, khususnya Pasal 111 yang mencntulaln "Pengaturan lebih 
lanjut mengeoai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daetab Kabupaten , SC$uai deQ8811 
Pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang.undang ini", rnaka 
kduarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum 

Peugaturan mengenai Desa. 

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Pasal 111 Uodang-uodang Nomor 22 Tahun 1999 dan Kq,ulUsan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut di atas adalah Peraturan Daerah tentang Tatacara 

Peocalonao, Pemilihao dan atau Pengangkatao Peraogkat Desa. 

U. PASAL DEMI 'PASAL. 

Pua! I 

Cukupjelas 

Pasai1 

Ayat I 

Cukupjelas 

Ayat 2 

Tokoh masyarakat yang tidak meojadi anggota BPD. 

Pelaksana Teknis pemilihao adalah untuk membantu pelak.!anaan Pemilihan Kepa1a 
Dusun. 

Paul l 

CUkup jelas 

, .... 4 



Huruf a 

CukupJelas 

Huruf b 
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Dituangkan dalam Surat Pemyatun, tidalc pemah melalwkan tindakan atau 
mengajul:an pernyataan yang bertcntangan dengan Cita-cita Proklamasi 17 Aguslus 
1945 dan Pancasila sebegaimana yang dirumuskan d:alam Pembulcaan Undang­
Undang Dasar 1945. 

Huruf c 

Diterbitkan oleh POLRI 

Huruf d 

Dituangkan dalam Surat Pemyataan 
Yang dimaksud deogan "tcrlibat lan8$ung dalam O 30 S/PiKJ" adaJah : 
I). Mereka yang mcrcncanakan, turut merencanakan atau mcngotahui adanya 

perencanaan O 30 SIPKI, tetapi tidak melap<>rkan kepada pejabat yang berwajib ; 
2). Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan 

dalam pelaksanaan G 30 S/PKI ter.,ebut. 

Yang dimaksud" terlibat tidal< langsung dalarn G 30/S PKI" adalah : 
I). Mereka yang menunjukan sikap, baik dalarn peri,uatan maupun ucapan-ucapan. 

yang be111ifat menyetujui O 30 S/PKI ; 
2). Merel<& yang secara sadar menunjukan sikap, baik daJam pernuatan atau dalarn 

ucapan, yang meoemang usaba peoumpasan G 30 S/PKt 

Yang dimaksud deogan organisasi terlarang dalarn Pasal ini ialah organisasi-organisasi 
yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan pen,ndang-undangan. 
Ketentuan-ke!enlUan ini tidal< berlaku bagi mereka yang berdasarkan pcraturan 
perundang-undangan telah mendapar arnnesti atau abolisi aiau grasi. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Dibuktikan dengan futo copy Akta Kdabiran atau surat. kenal lahir yang dilegalisir 
oleh Kepala Kantor Catalan Sipil setempat. 

Huruf h 

Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari doktcr yang berwenang. 
I 
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Huruf i 

Dibuktikan dengan foto copy ijasah • 

Huruf j 

Cukup jclas. 

Pasal 5 

Cukupjelas . 

Pasal6 

Cukupjelas 

Pasal7 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Pasal9 

Ayat 1 

Tatacara pen8)1118btan secara langsung oldt Kepala Desa untuk Sekretaris Desa, 
Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis dapat dilakukan apabila setelah melalw proses 
seleksi hanya tcrdapat I (satu) orang calon yang mernemi.bi persyaratan. 

Ayat 2 

Cukup jelas 

Pasa110 

Cukup jelas 

Paw 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 



~jelas 

Pua! 15 

Cukupjelas 

Pasal 16 

Cukupjelas 

Pasal 17 

Cukupjelas 

Pual 18 

Cukup jelas 

Pual 19 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukup jelas 
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